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SALINAN 

 
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

 
NOMOR: 973/Kep.217-BPPD/2020 

 
TENTANG 

 
PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN  

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDUNG  

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang  : a. bahwa Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973/Kep.255-

BPPD/2017 tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak 

Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kota Bandung, namun seiring dengan pesatnya 

perkembangan perekonomian dan perkembangan nilai 

properti, Nilai Jual Objek Pajak tersebut sudah tidak 

memadai sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota 

tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung; 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang ... 

 

 

PEMERINTAH KOTA BANDUNG    
 

SEKRETARIAT DAERAH 

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu028.pdf
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06); 

  7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung 

Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 012 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis dan 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita 

Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  

KESATU : Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. 

KEDUA : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Permukaan 

Bumi berupa Tanah, tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali 

Kota ini. 

KETIGA … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2016pp055.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/2174/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/2174/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3562/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3636/detail
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KETIGA : Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai Dasar 

Perhitungan Nilai Bangunan yang selanjutnya digunakan 

sebagai Dasar Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. 

KEEMPAT : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi untuk 

Objek Pajak Khusus, tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali 

Kota ini. 

KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973/Kep.255-

BPPD/2017 tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak 

Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 

Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bandung. 

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 26 Maret 2020 

WALI KOTA BANDUNG, 

TTD. 

ODED MOHAMAD DANIAL 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 

 
 

H. BAMBANG SUHARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19650715 198603 1 027 

 
Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:  
1.  Gubernur Jawa Barat; 

2.  Wakil Wali Kota Bandung;  
3.   Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  

4.  Para Pimpinan Daerah Kota Bandung; 
5.   Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6.   Inspektur Kota Bandung;  

7.   Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;  

9.  Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
10.  Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;  
11.  Para Camat se-Kota Bandung; 

12. Para Lurah se-Kota Bandung. 

https://jdih.bandung.go.id/
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 
                    NOMOR    : 973/Kep.217-BPPD/2020 

                TANGGAL  : 26 Maret 2020 
 

 

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH 

TAHUN 2020 

 

BLK NAMA JALAN 
KODE 

ZNT 

KELAS 

BUMI 

PENGGOLONGAN 

NILAI JUAL BUMI 

(Rupiah/m2) 

KETERANGAN 

NILAI JUAL 

OBJEK 

PAJAK BUMI 

(Rupiah/m2) 

001      
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